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Salinan PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Kuala Kilan, 16 Agustus 1987, agama Islam,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Strata |, tempat kediaman
di JI. xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai
Penggugat;

melawan

xX, tempat dan tanggal lahir Serang, 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan
Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di Dahulu Di JI. xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri
Hulu, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Jelas Dan Pasti

Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2018
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor
xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 08 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Januari 20xx, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama (KUA) kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal xx Januari 20xx;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan,sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama
sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah orang tua Penggugat
hingga pisah;

4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da
dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak:-xx,Lahir 10 September 20xx,diasuh oleh
Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak
sekitar 20xx rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak ada mengasih nafkah selama Tergugat kerja diluar kota;
b. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

c. Tergugat egois kepada Penggugat;

d. Tergugat ada minta cerai melaui sms yang dikirim Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada Februari 20xx yang mana Penggugat dan Tergugat
bertengkar masalah selingkuh memalui telepon dan dari situ Tergugat tidak bisa
dihubungi lagi sampai saat ini selama x tahun lamanya tidak kembali ke rumah
Penggugat, tidak mengirimkan nafkah wajib serta tidak diketahui alamatnya
diseluruh wilayah hukum RI;
7. Bahwa penggugat tidak ada berusaha mencari Tergugat karena tidak tau
dimana keberadaanya;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga
dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat telah pergi
meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah wajib dan menelantarkan keluarga;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Rengat cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu ba’in Shughra Tergugat (xx) kepada Penggugat (xx);
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3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara
ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan
patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan
dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan
penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali panggilan
sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 10
Agustus 2018 dan 10 September 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau

halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan
mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan

tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka
upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sidang
dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat
dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap
mempertahankannya tanpa ada penambahan atau perubahan;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xx) Nomor XxXx,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 8 Juni 20xx dan Fotokopi tersebut telah
diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan
Agama Rengat, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan
ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda
bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tertanggal 30 Januari 20xx
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan Fotokopi
tersebut telah diberi materai secukupnya, oleh Majelis Hakim telah
disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua
Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara
terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

Saksi 1. xx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

= Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Saksi adalah paman Penggugat;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah
pada tanggal 30 januari 20xx tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

= Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang

Cenaku, hingga pisah rumabh;
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= Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;

= Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 20xx antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran dalam rumah tangga;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat,
Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat
mengakui perbuatan berselingkuh tersebut kepada Saksi;

= Bahwa Saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat secara langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak

bulan Februari 20xx sampai sekarang;

= Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat

dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
= Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Penggugat;
= Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak

pernah berkomunikasi;
= Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak

berhasil;
= Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
Saksi Il. xx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu,
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
= Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Saksi adalah adik ipar Penggugat;
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= Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah
pada tanggal 30 januari 20xx tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Batang Cenaku;

= Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang

Cenaku, hingga pisah rumabh;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;

= Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 20xx antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan

Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

= Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak

bulan Februari 20xx sampai sekarang;

= Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat

dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
= Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Penggugat;
= Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak

pernah berkomunikasi;
= Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak

berhasil;
= Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan
dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;
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Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada

berita acara sidang dimaksud;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal
49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua
kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai
ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi
masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari
Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan telah berpisah sejak

tahun 2006 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis
Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali
dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha

tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan
sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7
ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh
Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya
dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.1 (akta otentik) Penggugat dan
Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya

perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang
merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon) mengajukan gugatan
perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan,
maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-
pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi
in judicio);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat
dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian,
Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar
keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana
kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan
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menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut
sebagai tetangga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat
dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk
menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah
disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana
Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan
Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan
saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan
obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi
benar-benar melihat peristiwva hukum tersebut, oleh karena itu keterangan
Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh
karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki
ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat
yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa

konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah tanggal 30
Januari 20xx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu,
dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tertanggal 30 Januari 20xx;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah

dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 20xx

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak

memberi nafkah, egois dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan

Februari 2016, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
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Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa
kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat

Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

£% e st 0 z of Ao 20F o Ar Eas ok =
Ry o2 \-é-;-l ‘Ju—\.......j \'7'\})‘ \,_,\,,._;,,\ o \4_,\_5 v&l_,_ 5) 5i~‘ koY
2O 3 0k X 3113 =
H9aT e3E) SBY U3 3 o) TALSTS

Artinya :  dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran
yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan
terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri,
berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula
ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang
dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka
harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali

(broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah
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sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan

jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk
mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang
telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xx) terhadap
Penggugat (xx);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra
Hj. Rosnah Zaleha, sebagai Ketua Majelis, Mhd. Taufik, S.H.I dan Nidaul Husni

S.H.l, M.H. dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari

Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul

Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto.
Mhd. Taufik, S.H.I

Hakim Anggota,

dto.

Nidaul Husni, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran
Proses
Panggilan
Redaksi
Meterai
Jumlah

S SN N o

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis,

dto.

Dra Hj. Rosnah Zaleha,

Panitera Pengganti,

dto.
Misbar, S.Ag.

Rp30.000,00
Rp50.000,00
Rp350.000,00
Rp5.000,00
Rp6.000,00
Rp441.000,00
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Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Rengat, 11 Desember 2018

Panitera

LUKMAN, S.Ag., MH.
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